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ABSTRAK 
Pembiayaan pelayanan kesehatan di Indonesia sangat bergantung pada mekanisme klaim BPJS Kesehatan, 

sehingga kelancaran proses klaim menjadi aspek penting bagi keberlangsungan operasional rumah sakit. 

Namun, masih sering terjadi pending klaim yang menghambat pembayaran dan memengaruhi arus kas. Data 

tahun 2024 menunjukkan terdapat 796 kasus pending klaim pada layanan unggulan rawat jalan di Rumah Sakit 

Permata Kota Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab pending klaim berdasarkan 

aspek koding, medis, dan administrasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain 

deskriptif. Sampel penelitian adalah seluruh data pending klaim pada layanan unggulan (mata, THT, dan 

jantung) tahun 2025 dengan menggunakan teknik total sampling sejumlah 23.020 data pending klaim. Data 

diperoleh melalui rekapitulasi hasil konfirmasi data bulanan, kemudian dianalisis menggunakan distribusi 

frekuensi dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor dominan penyebab pending klaim adalah 

aspek koding dengan persentase sekitar 79%–81% pada seluruh poli, diikuti aspek administrasi sebesar 15%–

16%, dan aspek medis sekitar 3%–4%. Kesimpulan penelitian ini adalah aspek koding menjadi faktor utama 

penyebab pending klaim. 

 

Kata kunci: BPJS kesehatan; faktor; INA-CBGs; layanan unggulan; pending klaim 

 

ANALYSIS OF FACTORS CAUSING PENDING BPJS HEALTH CLAIMS IN OUTPATIENT 

CARE WITH OUTSTANDING SERVICES 

 

ABSTRACT 
Healthcare financing in Indonesia relies heavily on the BPJS Kesehatan claims mechanism, making the 

smooth processing of claims a critical factor for the operational sustainability of hospitals. However, pending 

claims still frequently occur, hindering payments and affecting cash flow. Data from 2024 indicates there 

were 796 cases of pending claims for outpatient specialty services at Permata Kota Cirebon Hospital. This 

study aims to analyze the factors causing pending claims based on coding, medical, and administrative 

aspects. This study employs a quantitative method with a descriptive design. The study sample consisted of all 

pending claim data for flagship services (ophthalmology, ENT, and cardiology) in 2025, using total sampling 

to include 23,020 pending claim records. Data were obtained through the compilation of monthly data 

confirmation results and analyzed using frequency distributions and percentages. The results of the study 

indicate that the dominant factor causing pending claims is the coding aspect, accounting for approximately 

79%–81% across all clinics, followed by administrative aspects at 15%–16%, and medical aspects at around 

3%–4%. The conclusion of this study is that the coding aspect is the primary factor causing pending claims. 

 

Keywords: BPJS health; factors; INA-CBGs; outpatient care; pending claims 

 

PENDAHULUAN 

Pembiayaan pelayanan kesehatan di Indonesia sangat bergantung pada mekanisme klaim BPJS 
Kesehatan, sehingga ketepatan dan kelancaran proses klaim menjadi aspek penting dalam menjaga 

stabilitas operasional rumah sakit. Dalam pelaksanaannya, proses klaim masih sering mengalami 

kendala berupa pending klaim yang disebabkan oleh ketidaksesuaian data administrasi, kesalahan 

koding, serta ketidaklengkapan bukti klinis. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada keterlambatan 
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pembayaran, tetapi juga berpotensi mengganggu arus kas dan menurunkan kualitas pelayanan 

kesehatan. Dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan 

(RJTL) merupakan layanan spesialistik yang pembiayaannya menggunakan metode INA-CBGs. 

Proses pengajuan klaim pada layanan ini mensyaratkan kelengkapan dokumen seperti Surat 

Eligibilitas Peserta (SEP), resume medis, hasil pemeriksaan penunjang, serta ketepatan koding 

diagnosis dan tindakan. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan rekam medis dan administrasi klaim 

menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan proses klaim. 

 

Rumah Sakit Permata Kota Cirebon sebagai rumah sakit tipe B swasta dengan layanan unggulan 

mata, THT, dan jantung juga menghadapi permasalahan pending klaim pada layanan rawat jalan. 

Data tahun 2024 menunjukkan terdapat 796 kasus pending klaim, dengan dominasi penyebab pada 

aspek koding, diikuti aspek medis dan administrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem 

pengelolaan klaim masih memerlukan perbaikan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis faktor penyebab pending klaim BPJS Kesehatan pada layanan unggulan rawat 

jalan di Rumah Sakit Permata Kota Cirebon. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain deskriptif untuk menggambarkan 

faktor penyebab pending klaim BPJS Kesehatan pada pelayanan rawat jalan di layanan unggulan 

Rumah Sakit Permata Kota Cirebon. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2025 di unit layanan 

unggulan yang meliputi poli mata, THT, dan jantung. Populasi penelitian adalah seluruh data klaim 

BPJS Kesehatan yang mengalami pending, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan total 

sampling yang berjumlah 23.020 data pending klaim. Data yang digunakan merupakan data 

sekunder yang diperoleh dari rekapitulasi hasil konfirmasi data bulanan rumah sakit. Variabel 

penelitian meliputi faktor penyebab pending klaim yang dikategorikan ke dalam tiga aspek, yaitu 

aspek koding, aspek medis, dan aspek administrasi. Data didapatkan melalui rekapitulasi hasil 

konfirmasi data tahunan, kemudian dilakukan proses pengolahan data yang meliputi editing, 

cleaning, coding, dan tabulating. Analisis data dilakukan secara deskriptif menggunakan distribusi 

frekuensi dan persentase untuk menggambarkan karakteristik pending klaim berdasarkan ketiga 

aspek tersebut, serta distribusinya pada masing-masing layanan unggulan. 

 

HASIL 

      Tabel 1.  

                                          Hasil Analisis Faktor Penyebab Pending Klaim 
Poli Aspek 

medis 

% Aspek 

koding 

% Aspek 

administrasi 

% Total 

Mata 154 ±3,7% 3.397 ±81,0% 643 ±15,3% 4.194 

THT 27 ±3,6% 601 ±81,0% 114 ±15,4% 742 

Jantung 9 ±3,8% 191 ±79,9% 39 ±16,3% 239 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 1, distribusi penyebab pending klaim BPJS Kesehatan pada 

layanan unggulan rawat jalan di Rumah Sakit Permata Kota Cirebon menunjukkan bahwa aspek 

koding menjadi faktor dominan, diikuti oleh aspek administrasi dan aspek medis. Pola ini konsisten 

pada seluruh poli layanan unggulan, yaitu mata, THT, dan jantung, yang menunjukkan bahwa 

permasalahan pending klaim bersifat sistemik dan tidak terbatas pada jenis layanan tertentu. 

Dominasi aspek koding dengan persentase ±79%–81% sejalan dengan teori sistem klaim BPJS 

Kesehatan yang menyatakan bahwa ketepatan pengkodean diagnosis dan tindakan merupakan 

komponen utama dalam sistem INA-CBGs. Dalam sistem ini, kode diagnosis (ICD-10) dan 

tindakan (ICD-9-CM) menjadi dasar dalam proses grouping yang menentukan besaran tarif klaim. 

Ketidaktepatan koding akan menyebabkan ketidaksesuaian antara data klinis dan hasil grouping, 

sehingga klaim berpotensi dikembalikan atau berstatus pending. Hal ini juga didukung oleh 

penelitian yang menyebutkan bahwa kesalahan koding merupakan penyebab terbesar pending klaim 
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dibandingkan aspek lainnya. 

 

Selain itu, teori manajemen rekam medis menyatakan bahwa kualitas koding sangat dipengaruhi 

oleh kelengkapan dan kejelasan dokumentasi klinis. Apabila dokumentasi medis tidak lengkap atau 

tidak spesifik, maka koder akan mengalami kesulitan dalam menentukan kode yang tepat. Hal ini 

menunjukkan adanya keterkaitan erat antara aspek medis dan aspek koding. Dengan demikian, 

tingginya angka pending pada aspek koding tidak hanya mencerminkan kesalahan teknis, tetapi juga 

mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas dokumentasi medis oleh tenaga kesehatan. Aspek 

administrasi yang menempati urutan kedua dengan persentase ±15%–16% juga sesuai dengan teori 

manajemen klaim yang menyebutkan bahwa kelengkapan dokumen merupakan syarat utama dalam 

proses verifikasi klaim. Dokumen seperti SEP, resume medis, hasil pemeriksaan penunjang, dan 

laporan tindakan merupakan komponen wajib yang harus tersedia dan sesuai. Ketidaksesuaian atau 

ketidaklengkapan dokumen akan menyebabkan klaim tidak dapat diproses oleh verifikator BPJS. 

Hal ini menunjukkan bahwa fungsi administrasi dalam manajemen klaim memiliki peran penting 

dalam menjamin kelancaran proses pengajuan klaim. 

 

Sementara itu, aspek medis memiliki kontribusi paling kecil yaitu ±3%–4%. Hal ini menunjukkan 

bahwa secara umum pelayanan medis telah berjalan dengan cukup baik. Dalam teori mutu 

pelayanan kesehatan, aspek medis berkaitan dengan ketepatan diagnosis, kesesuaian tindakan, serta 

kelengkapan bukti klinis. Meskipun kontribusinya kecil, aspek ini tetap penting karena menjadi 

dasar utama dalam proses koding dan verifikasi klaim. Ketidaksesuaian antara diagnosis, tindakan, 

dan bukti penunjang tetap dapat menyebabkan klaim pending apabila tidak memenuhi standar klinis 

yang ditetapkan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini sejalan dengan teori sistem INA-CBGs dan 

manajemen klaim yang menekankan pentingnya integrasi antara aspek medis, koding, dan 

administrasi dalam proses pengajuan klaim. Namun, dominasi aspek koding menunjukkan bahwa 

permasalahan utama terletak pada proses teknis pengolahan data klaim, khususnya dalam 

penerjemahan informasi klinis menjadi kode yang sesuai standar. Oleh karena itu, diperlukan upaya 

peningkatan kompetensi koder melalui pelatihan berkelanjutan, audit koding secara rutin, serta 

penguatan koordinasi antara dokter dan petugas rekam medis. Dengan demikian, perbaikan sistem 

klaim tidak hanya berfokus pada satu aspek, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh melalui 

pendekatan sistem yang terintegrasi antara aspek medis, koding, dan administrasi untuk 

menurunkan angka pending klaim secara efektif. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab pending klaim BPJS 

Kesehatan pada layanan unggulan rawat jalan di Rumah Sakit Permata Kota Cirebon didominasi 

oleh aspek koding dengan persentase tertinggi pada seluruh poli, yaitu mata, THT, dan jantung. 

Aspek administrasi menempati urutan kedua, sedangkan aspek medis memiliki kontribusi paling 

rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan pending klaim lebih banyak disebabkan 

oleh ketidaktepatan dalam proses pengkodean dibandingkan dengan faktor klinis maupun 

kelengkapan administrasi. 
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